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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 
Instansi Pemerintah merupakan nama kelompok satuan kerja organisasi 

departemen, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah. Fungsi 

instansi juga merupakan bagan yang mendeskripsikan hubungan dunia kerja yang 

antar unit organisasi dengan tujuan didirikannya instansi agar bertambahnya nilai 

bagi pemangku kepentingan. 

Sumber daya manusia menjadi peran penting dalam potensi seluruh aktivitas 

instansi pemerintah. Dalam instansi wajib menjaga, memelihara dan meningkatkan 

kualitas. Dalam meningkatkan kualitas kinerja dengan memberikan berupa motivasi 

kerja kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL), yaitu 

pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah di tingkat pusatmaupun daerah. Hal 

terpenting juga yang wajib dilakukan instansi dengan bagaimana pegawai dapat 

menikmati pekerjaannya juga pegawai dapat mengerjakan perkerjaannya tanpa 

adanya tekanan. 

Kerja Praktik (KP) merupakan kegiatan yang wajib dilakukan mahasiswa 

dalam menyelesaikan program (S1) di Universitas Katolik De La Salle Manado. 

Prinsip dasar dari Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk mengaplikasikan 

mahasiswa di dunia kerja teori-teori selama duduk di bangku perkuliah dan juga 

mahasiswa dapat beradaptasi dengan dunia kerja. 
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Dalam melaksanakan KP Mahasiswa harus melaksanakan dengan sungguh- 

sungguh agar supaya pelaksanaan KP dapat berhasil secara maksimal. Maka dengan 

kegiatan Kerja Praktik ini, dengan harapan terjalinnya hubungan kemitraan antara 

Universitas Katolik De La Salle Manado dengan dunia kerja. Kemitraan ini 

diharapkan akan terbentuknya suatu program pendidikan dengan mempunyai 

kurikulum dan juga proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 

Dalam kegiatan Kerja Praktik penulis memilih untuk melakukan KP di salah 

satu kantor di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini merupakan dinas yang bergerak dalam Bidang 

Perencanaan dan Keuangan, Bidang Umum dan Kepegawaian, Bidang Sarana, 

Bidang Perkim dan Bidang Pertanahan. Alasan penulis memilih KP di Dinas 

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 

untuk mengetahui berbagai proyek infrastruktur perumahan rakyat dan permukiman 

rakyat yang dibangun pemerintah yang memiliki dampak penting dalam mendorong 

ekonomi juga daya saing bangsa. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, pondasi infrastruktur yang baik 

menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

untuk menuju Indonesia maju. 

Sumber: website (https://pu.go.id/berita/menteri-basuki-beri-tiga-pesan- 

peningkatan-mutu-dan-kualitas-jalan-kepada-generasi-muda-pupr) 



3  

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara merupakan dinas yang bergerak di bidang pembangunan 

infrastruktur untuk masyarakat. Dinas ini meliputi bidang perencanaan dan 

keuangan, bidang umum dan kepegawaian, bidang perumahaan kawasan 

permukiman, bidang sarana dan prasarana dan bidang pertanahan. Dinas ini 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, 

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan infrastruktur. 

Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara ini memiliki Aparatur Sipil Negara ( ASN) dan Tenaga 

Harian Lepas (Sipil Negara (ASN) adalah pegawai tetap atau pegawai 
 

yang sudah diakui pemerintah dan setiap bulannya menerima gaji. Selain itu 
 

Tenaga Harian Lepas (THL) merupakan pegawai yang belum diangkat sebagai 
 

pegawai tetap dan untuk setiap bulannya menerima honor (bukan gaji). 
 

Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada di Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terbagi dalam 

beberapa bidang yaitu, bidang perencanaan dan keuangan, bidang umum dan 

kepegawaian, bidang permukiman dan bidang pertanahan. Masing-masing 

mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

Tenaga Harian Lepas di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan pada kebutuhan instansi- 

instansi yang membutuhkan tambahan tenaga untuk membantu kinerja ASN dengan 

Perjanjian Kontrak Kerja jangka waktu 1 (satu) tahun. Adanya peraturan 

https://www.ayobandung.com/tag/gaji
https://www.ayobandung.com/tag/gaji
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perekrutan Tenaga Harian Lepas (THL) tidak harus melalui tahapan sebagaimana 

mestinya, munculnya pandangan yang berbeda di masyarakat. Diantaranya ada 

yang setuju dan juga yang tidak setuju. Dalam menjadi Tenaga Harian Lepas (THL) 

wajib melalui seleksi administrasi dan juga test wawancara yang dilakukanoleh 

instansi tersebut. 

Dalam pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang 

berhak untuk bekerja juga mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 

dalam hubungan kerja”.Berdasarkan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menyebutkan 

“maka dalam menjaga keseimbangan hubungan kerja antara pekerja, pemerintah 

telah mengadakan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang 

berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan 

menerima upah”. Bila merujuk pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13Tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan. Menurut jenis dan sifatnya tenaga kerja tidaktetap 

dibagi menjadi 4 (empat), yaitu : 

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya; 
 

2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu 

yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; dan 

3. Pekerjaan yang bersifat musiman. 

 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) baru saja memperpanjang 

kontrak kerja dari 6.748 Tenaga Harian Lepas (THL) untuk tahun 2023. Salah 

satunya Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menerima kontrak kerja dari 

Gubernur Sulut Olly Dondokambey, yang diawali dengan sosialisasi kontrak kerja 

Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan disiplin dan kinerja yang dilaksanakan 
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di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut. Gubernur Sulut Olly Dondokambey 

menyatakan “Ini menjadi kepastian bahwa Tenaga Harian Lepas (THL) masih 

perpanjang di ruang lingkup Prov Sulut walaupun sesuai aturan, Tenga Harian 

Lepas (THL) di tahun 2023 harusnya tidak ada lagi. Karena ada kebijakan dari pusat 

untukmendaftar sebagai Pegawai Pemerintah.” 

sumber: website (https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/23/pemprov- 

sulut-perpanjang-kontrak-6748-tenaga-harian-lepas) 
 

 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), besarannya 

disesuaikan menurut kualifikasi pendidikan untuk SMA/SMK, D3 dan S1 dan lama 

masa kerja. Besarannya sesuai dengan hitung-hitungan rasional danproporsional. 

Untuk kualifikasi lulusan SMA/SMK pada masa kerja 1-12 bulan, nominal upah 

sama seperti pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

pada umumnya. Jumlah tersebut akan naik seiring lama bekerja, sampai pada batas 

maksimal bekerja selama 15 tahun atau lebih. Berikut penghitungan pembiayaan 

upah Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara: 

 

 
 

Awal Kerja : SMA Rp. 1.750.000 

 
D3 Rp. 1.850.000 

 
S1 & S2 Rp. 2.000.000 

Satu Tahun Kerja : SMA Rp. 2.300.000 

 
D3 Rp. 2.400.000 

 S1 & S2 Rp. 2.500.000 

https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/23/pemprov-sulut-perpanjang-kontrak-6748-tenaga-harian-lepas
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/23/pemprov-sulut-perpanjang-kontrak-6748-tenaga-harian-lepas
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/23/pemprov-sulut-perpanjang-kontrak-6748-tenaga-harian-lepas
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/23/pemprov-sulut-perpanjang-kontrak-6748-tenaga-harian-lepas
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/23/pemprov-sulut-perpanjang-kontrak-6748-tenaga-harian-lepas
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/23/pemprov-sulut-perpanjang-kontrak-6748-tenaga-harian-lepas
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/23/pemprov-sulut-perpanjang-kontrak-6748-tenaga-harian-lepas
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/23/pemprov-sulut-perpanjang-kontrak-6748-tenaga-harian-lepas
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/23/pemprov-sulut-perpanjang-kontrak-6748-tenaga-harian-lepas
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/23/pemprov-sulut-perpanjang-kontrak-6748-tenaga-harian-lepas
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/23/pemprov-sulut-perpanjang-kontrak-6748-tenaga-harian-lepas


6  

 

15 Tahun Kerja : SMA Rp. 3.100.000 

 
D3 Rp. 3.200.000 

 S1 & S2 Rp. 3.500.000 
 

 

 

Selain upah THL yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga memiliki tunjangan yaitu, turun 

lapangan dalam melakukan perjalanan dinas dengan Rp. 500.000 per bulan untuk 

masing-masing THL. 

Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021) 

yang menyebut upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan, dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan. 

1. Per jam, dengan ketentuan (pasal 16 PP 36/2021).: 

 
a. Penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja 

yang bekerja secara paruh waktu atau bekerja kurang dari 7 

(tujuh) jam 1 (satu) hari dan kurang dari 35 (tiga puluh lima) jam 

1 (satu) minggu. 

b. Upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara 

pengusaha dan pekerja dengan ketentuan tidak boleh lebih 

rendah dari hasil perhitungan formula upah per jam. 

c. Formula perhitungan Upah per jam sebagai berikut: Upah per 
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jam Upah sebulan : 126. 

 

2. Harian, dengan ketentuan (pasal 17 PP 36/2021).: 

 
a. Bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari 

dalamseminggu, upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau 

b. Bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari 

dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu) 

3. Bulanan. 

Sementara upah berdasarkan satuan hasil ditetapkan sesuai hasil 

kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha atau berdasarkan 

upahrata- rata 12 (dua belas) bulan terakhir yang diterima oleh 

pekerja (pasal 18 PP 36/2021). 

Sumber      website:(https://gajimu.com/garmen/hak-pekerja-garmen/omnibus-) 
 

 
 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka, penulis sangat tertarik untuk 

memilih judul “Prosedur Pembayaran Upah THL (Tenaga Harian Lepas)Pada 

Dinas Perumahan Kawasan Permukinan dan Pertanahan Provinsi Sulawesi 

Utara” 

1.2 Tujuan Kerja Praktik 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis 

membagi tujuan menjadi dua bagian yaitu: 

 
1.2.1 Tujuan Umum 

 

Berikut merupakan tujuan dari kerja praktik yang akan dijelaskan secara 

umum: 

 
1. Untuk  memberi kesempatan  dan juga pengalaman kerja untuk 

https://gajimu.com/garmen/hak-pekerja-garmen/omnibus-
https://gajimu.com/garmen/hak-pekerja-garmen/omnibus-
https://gajimu.com/garmen/hak-pekerja-garmen/omnibus-
https://gajimu.com/garmen/hak-pekerja-garmen/omnibus-
https://gajimu.com/garmen/hak-pekerja-garmen/omnibus-
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mahasiswa dalam bentuk mengenal dunia kerja yang nyata. 

 
2. Untuk menambah wawasan yang luas dan pengetahuan untuk 

mahasiswa dalam dunia kerja. 

3. Untuk memberikan kesempatan untuk mahasiswa sehingga mahasiswa 

bisa mengasah teori-teori yang didapat selama duduk dibangku 

perkuliahan, khususnya dibidang akuntansi. 

 

 
1.2.2 Tujuan Khusus 

 
1. Untuk memahami kegiatan kerja pada sub bagian perencanaan dan 

keuangan Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan ProvinsiSulawesi Utara. 

2. Memahami secara langsung prosedur pembayaran upah THL (Tenaga 

Harian Lepas) Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara. 

 
1.3 Metode Kerja Praktik 

 

Berikut merupakan metode metode yang digunakan dalam kerja praktik: 

 
1. Observasi 

 
Menurut Fatihudin (2015:119), Observasi adalah teknik pengumpulan 

data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian. 

Penulis melakukan observasi dengan tujuan untuk dapat mengamati 

secara langsung proses kerja yang dilakukan Dinas Perumahan 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

2. Keterlibatan dalam Pekerjaan 



9  

Keterlibatan dalam pekerjaan disini penulis terlibat langsung untuk 

melaksanakan pekerjaan di bagian keuangan di Dinas Perumahan 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

Dengan bantuan ASN dan THL penulis dapat kepercayaan dalam 

merekap daftar hadir THL, merekap anggaran belanja modal bahan 

kantor, men-scan surat perintah membayar, memeriksa nomor BAP 

(Berita Acara Pembayaran), men-sortir atau menyusun sesuai urutan 

surat perintah pencairan dana. 

3. Wawancara 

 
Fitria dan Luthfiyah (2017:66) menyatakan bahwa “wawancara adalah 

teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan secara lisan kepada responden. Proses tanya jawab juga 

dilakukan oleh penulis kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan, 

juga pegawai THL yang berhubungan dalam prosedur yangdiambil oleh 

penulis agar dijadikan judul juga sebagai pekerjaan. 

4. Dokumentasi 

 
Pada metode ini penulis memperoleh data dengan dokumen pendukung 

dengan daftar absen THL, Daftar upah THL, Slip pembayaran THL di 

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah. 

 

 
1.4 Sistematika Penulisan 

 
Untuk mempermudah dalam memahami Laporan Kerja Praktik ini, berikut 

merupakan sistematika dari penulisan Laporan Kerja Praktik; 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang dari kerja praktik, 

tujuan kerja praktik, metode kerja praktik, dan sistematika 

penulisan laporan kerja praktik. 

BAB II : DESKRIPSI OBJEK KERJAPRAKTIK 

 

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum dari obyek 

kerja praktik yang terdiri dari sejarah Dinas Perkimtan, Visi dan 

Misi dari Dinas Perkimtan, Logo, Struktur Organisasi, Deskripsi 

pekerjaan serta lingkup kerja. 

BAB III : PEMBAHASAN 

 
Pada bab ini membahas mengenai aktivitas yang dilakukan oleh 

penulis selama masa kerja praktik di Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman Dan Pertanahan Daerah, yang dilakukan selama 10 

minggu. Serta pembahasan mengenai judul yang diambil oleh 

penulis. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini merupakan yang terakhir dari Laporan Kerja Praktik 

yang berisi tentang kesimpulan yang diambil serta saran yang 

diberikan penulis Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman 

Dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 
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BAB II 

DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

 

 

 
2.1 Sejarah Instansi 

 

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

berdiri dan ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2017 sesuai dengan Peraturan 

Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan 

Organisasi. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mulai bertugas secara 

efektif pada bulan Januari 2018. Dimana sebelumnya dinas ini melekat dalam Dinas 

Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman. Kemudian dipisahkan sehingga Dinas 

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi SulawesiUtara 

bisa berdirisendiri. 

Sumber: Data Olahan 

 

 
 

2.2 Visidan Misi Instansi 

VISI : Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang nyaman, 

aman dan kepastian hukum status tanah pemerintah daerah dalam 

berkelanjutan menuju masyarakat yang berdaulat dan berbudaya. 

MISI : 1. Melaksanakan program pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman yang mantap dan berkelanjutan. 
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2. Mewujudkan pembangunan rumah layak huni untuk 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

3. Pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman 

rakyat yang mantap dan berkelanjutan. 

4. Membangun sarana dan prasarana umum untuk perumahan dan 

kawasan permukiman. 

5. Mewujudkan pembangunan lingkungan siap bangun dan 

kawasan siap bangun yang terencana dan berkelanjutan. 

6. Mewujudkan pembangunan rumah dinas pemerintah daerah 

provinsi. 

7. Menjamin kepastian hukum status tanah yang dikuasai 

pemerintah daerah. 

Sumber: Data Olahan 

 

 
2.3 Logo Instansi 

 
 

Gambar 2.3 

 
Lambang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

 

Sumber Data: Data dari website Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

 
(https://semuatentangprovinsi.blogspot.com/2016/05/arti-lambangprovins-) 

https://semuatentangprovinsi.blogspot.com/2016/05/arti-lambang-provinsi-
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Tidak ada logo/lambang khusus tetapi menggunakan logo/lambang yang 

samadengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 

Pengertiangambar-gambar LambangDaerah: 
 

1. Warna dasar biru langit, sisi luar berwarna kuning. 

 
2. Sebelah kanan terdapat buah pala terbuka, berjumlah 8(delapan) 

buah,kulit berwarna kuning, biji pala berwarna merah, 

dirangkaikan dengan buah ceng kih 17 (tujuhbelas)buah yang 

warnanya merupakan perpaduan Warna hijau kuning dan warna 

hijau kecoklat-coklatan. 

3. Angka pada cengkeh 17 (tujuh belas) buah, pala 8 (delapan) 

buah, dan padi 45 (empat puluh lima) butir adalah simbol yang 

menunjukkan "Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik 

Indonesia" yaitu 17-8- 1945. 

4. Ditengah-tengah lingkaran buah padi, cengkeh dan palaterdapat 

23 (dua puluh tiga) untaian biji jagung yang berbentukbulatan, 

terdapat 1 (satu) pohon kelapa berdaun 9 (sembilan) mempunyai 

akar 6 (enam) dan dibawah pohon kelapa terdapat 4 (empat) 

buah bibit kelapa melambangkan berdirinya Provinsi Sulawesi 

Utara tanggal 23 September 1964. 

5. Pohon kelapa, padi, pala, jagung dan cengkeh menggambarkan 

keseluruhan kekayaan utama yang menjadi sumber hidup rakyat 

di daerahini. 

6. Dibagian bawah dari pohon kelapa terdapat pita putih berbaris 

merah dengan Warna hitam (warna bayangan) 
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bertuliskan "SULAWESI UTARA" dengan Warna merah. 

 
7. Warnaemas/orange melambangkan kekayaan, keagungan. 

 

8. Warnabiru/hijau melambangkan kemakmuran, kesuburan. 

 

9. Warna kuning melambangkan kesejahteraan, kebesaran. 

 

 
 

2.4 Struktur Organisasi Instansi 

Dicky (2019:9) menyatakan bahwa “struktur organisasi merupakan sistem 

tentang hubungan tugas dan wewenang untuk mengendalikan tiap tugas yang 

dilakukan individu dalam rangka mengelolah sumber daya yang ada. Serta 

digunakan sebagai alat untuk kontrol mengkoordinasikan kerja tiap individu dalam 

rangka mencapaitujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.” 

Struktur organisasi yang digunakan pada dinas ini yaitu struktur organisasi 

dengan model struktur fungsional dimana setiap pimpinan bidang bertanggung 

jawab atas fungsi spesialisasi yang dikerjakan oleh bidang tersebut. Susanto 

(67:2015) berpendapat bahwa “sturktur fungsional merupakan struktur organisasi 

dimana pengelompokan dilakukan berdasarkan samanya keahlian maupun 

sumberdaya untuk menjalankan fungsi masing-masing.” 

Jadi pimpinan tiap bidang yang ada pada Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bertanggungjawab 

atas tugas dan kerja dari bidang tersebut, oleh karena itu tiapanggota harus saling 

bekerja sama mengelola sumber daya dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsi 

spesialis sebagaimana yang telah ditugaskan agar supaya informasi atau data yang 

dihasilkan jelas tahapannya. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

DEARAH PROVINSI SULAWESI UTARA 

 

 

 

 
 

Sumber: Data Olahan 
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2.5 Deskripsi Pekerjaan 

Tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Daerah ProvinsiSulawesi Utara sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas mempunyai tugas : 

 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, 

kawasan permukiman dan pertanahan; 

b. Penyusunan perencanaan, dan pembinaan 

pelaksanaan tugas; 

c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan 

umum diperumahan, kawasan permukiman dan 

pertanahan; 

d. Penyelengaraan urusan diadministrasi di bidang 

perencanaan dan keuangan; 

e. Penyelenggaraan urusan dibidang perumahan; 

 

f. Penyelenggaraan urusan dibidang sarana prasarana; 
 

g. Penyelenggaraan urusan dibidang pertanahan; 

 

h. Penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan; 

 

i. Pelaksanaantugas yang diberikan oleh Gubernur. 

 
2. Sekretaris, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dalam 

administrasi, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas 

yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas yang 

dimaksud, maka Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi: 

a. Pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan 

program, dana anggaran dan ketatausahan; 
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b. Penyelenggaraan pelayanan adminstrasi kepegawaian; 

c. nkegiatan perencanaan programdan anggaran; 

 

d. Menyusun laporankegiatan dan; 

 
e. Membuat tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 
Sekretaris membawahi langsung 2 (dua) Sub Bagian, yakni: 

 
1. Subbagianperencanaan dan keuangan 

 

a. Mengoordinasikan penyusunan programdan anggaran; 

 
b. Menganalisa dan menyusun rumusan 

penyelenggaraan perencanaan programdan anggaran; 

c. Menyiapkan akuntabilitas capaian kinerja dan 

keuangan; 

d. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi 

verifikasi, pembukuan dan gaji; 

e. Menyiapkan evaluasi dan monitoring 

penatausahaann perencana dan keuangan; 

f. Menyiapkan pengembangan sistem; 

 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

 
2. Sub bagian umum dan kepegawaian 

 

a. Mengoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan 

umum; 

 
b. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan 

administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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c. Menenggandakan dan mendistribusikan surat- 

menyurat; 

 

d. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, 

pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan 

keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas. 

e. Mengumpulkan dan menyusun dan mengelolahbahan 

data informasi untuk kepentingan masyarakat; 

f. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, 

keamanan. 

g. Menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip 

dan dokumentasi; 

h. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan; 

i. Menyiapkan dan menyusun dan mengoordinasikan 

bahan penyusunan peraturan perundang-undangan; 

j. Menyiapkan bahan pertimbangan hukum, 

melaksanakan telaahan hukum dan melakukan 

bantuan hukum; 

k. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka 

penegakan hukum; 

l. Melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum; 

 
m. Menyiapkan dan menyusun formulir isian database 

kepegawaian; 

n. Menyelenggarakan adminstrasi kenaikan pangkat, 
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pemindahan, Pemberhentian, gaji berkala, kartu 

pegawai, KARIS/KARSU, AKSES, TASPEN, 

NPWP sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

o. Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi 

kinerja dalampemberian tunjangan; 

p. Mengusulkan penerima penghargaan, cuti, 

sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan 

PNS; 

q. Membuat daftar kesejahteraan PNS; 
 

r. Fasilitasipemberian bahan pembuatan SKP; dan 

 

s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

 
3. Bidang perumahan dan kawasan permukiman, mempunyai 

tugas penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana 

provinsi, fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang 

terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi, 

pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan 

rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum dan 

rumah komersial, merumuskan, menetapkan danmelaksanakan 

kebijakan dan strategi pada tingkat provinsisebagai berikut: 

a. Fasilitasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan 

pembanngunan perumahan 

b. Pembangunan teknis pelaksanaan penyelenggaraan 
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pembangunan dan pengelolaan perumahan; 

 
c. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan rumah 

susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, 

dan rumah komersial; 

d. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dalam 

rumah susun dan rumah khusus milik pemerintah Daerah 

ProvinsiSulawesi Utara; 

e. Pelaksanaan pembangunan dan pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan rumah 

susun dan rumah khusus milik pemerintah Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara; 

f. Pelaksanaan penataan permukiman kumuh sesuai 

dengan RTRW dan RDTR dengan luas 10 (sepuluh) 

ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha. 

g. Pelaksanaan penataan permukiman kumuh 

pengelolaan sanitasi yang layak dikawasan 

permukiman kumuh; 

h. Perumusan dan penetap kebijakan kawasan siap 

bangun (KASIBA) dan lingkungan siap bangun 

(LISIBA) lintasKabupaten/Kota; 

i. Melaksanakan peningkatan pengawasan kualitas 

permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha 

sampai dengan 15 (lima belas) ha; 

j. Pelaksanaan bantuan teknis kelembagaan melalui 
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pendampingan bantuan peningkatan kapasitas pelaku 

pembangunan perumahan pada penyelenggaraan 

perumahan permukiman; 

k. Fasilitas penyusunan bahan kebijakan daerah dalam 

penyediaan rumah bagi korban bencana provinsi (SPM 

dan NSPK), rumah susun, rumah khusus, rumah 

swadaya, runah komersial, dan kawasanpermukiman; 

l. sistem data dan informasi terkait jumlah rumah yang 

terkena bencana provinsi (SPM dan NSPK), rumah 

susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah 

komersial, dan kawasan permukiman; 

m. Penentuan prosedur penanganan penyediaan lahan 

bagi korban bencana provinsi; 

n. Pelaksaanaan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, 

supervisi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan, 

strategi dan programpada penyelenggaran perumahan 

permukiman; dan 

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikanoleh pimpinan. 

 

4. Bidang sarana prasarana mempunyai tugas penyelenggaraan 

sarana dan prasarana perumahan, kawasan permukiman, dan 

kawasan khusus, sebagai berikut: 

a. Penyusunan bahan kebijakan daerah dalam 

penyelenggaraan sarana dan prasarana perumahan; 
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b. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana 

perumahan; 
 

c. Pengembangan penyediaan sistem data dan informasi 

 

d. Penyediaan registrasi bagi badan hukum yang 

melaksanakan perencangan dan perencanaan rumah 

serta perencanaan psu tingkat kemampuan 

menengah; 

e. Penyusunan bahan kebijakan daerah dalam 

penyelenggaraan sarana dan prasarana kawasan 

permukiman; 

f. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana 

kawasan 
 

g. Pengembangan penyediaan sistem data dan 

informasi dalam mendukung penyelenggaraan 

sarana dan prasarana permukiman. 

 

5. Bidang pertanahan mempunyai tugas penyediaan izin lokasi dan 

penggunaan tanah perumahan, kawasan permukiman, kawasan 

khusus dan kepentingan umum provinsi, serta penyelesaian 

sangketa dan gantu kerugian tanah untuk pembangunan oleh 

pemerintah daerah provinsi, sebagai berikut: 

a. Penyusunan proses pemberian izin lokasi 

perumahan, kawasan permukiman dan kawasan 

khusus; 

b. Pelaksanaan proses penetapan tanah ulayat lintas 

kabupaten/kota; 
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c. Persiapan dan penyusunan proses pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum provinsi dan perumahan, 

kawasan permukiman dan kawasan khusus; 

d. Penyiapan proses ganti lahan pertanahan akibat 

program pemerintah; 

e. Penyiapan proses ganti lahan pertanahan akibat 

program pemerintah; 

f. Penginventarisasi tanah milik/dikuasai pemerintah 

provinsiyang tidak dikelola oleh perangkat daerah; 

g. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah 

kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) 

daerah; 

h. Pelaksanaan proses sertifikat tanah pemerintah yang 

tidak dikuasai/dikelola perangkat daerah lain; 

i. Fasilitas pengurusan sertifikat tanah yang ditempati 

oleh perangkat daerah; 

j. Penyiapan proses penyelesaian ganti rugi tanah 

kepentingan umum, perumahan, kawasan 

permukiman dan kawasan khusus; 

k. Penyiapan proses penyelesaian sengketa tanah 

kepentinganumum, perumahan, kawasan 

pernukiman dan kawasan khusus; 

l. Pelaksanaan pengamanan fisik tanah milik/dikuasai 

pemerintah provinsi yang tidak dikelolah oleh 

perangkat daerah lain;dan 
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m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehpimpinan. 

 

6. Bidang perencanaan program mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi perencanaan perencanaan program, pengendalian 

dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan perumahan, kawasan 

permukiman, kawasankhusus dan pertanahan, sebagai berikut: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan 

koordinasi dibidang perencanaan program; 

b. Pengordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan 

administrasi di bidang perencanaan program; 

c. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan program; 

 
d. urusanperencanaan teknis 

 

e. Penyelenggaraan urusan pengendalian dan 

pengawasan; 

f. Penyelenggaraan urusan evaluasidan pelaporan; 

 

g. Pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan 

perumahan, kawasan permukiman, kawasan khusus dan 

pertanahan; 

h. Penyiapan data perencanaan teknis program 

kegiatan perumahan, kawasan permukiman, kawasan 

khusus danpertanahan; 

i. Pengoordinasian perencanaan teknis perumahan, 

kawasan permukiman, kawasan khusus dan 

pertanahan; 

j. Pelaksanaan pengandalian penyelenggaraan program 
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perumahan, kawasan permukiman, kawasan khusus 

danpertanahan; 

k. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan program 

perumahan, kawasan permukiman, kawasan khusus 

danpertanahan; dan 

 

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Sumber: Data Olahan 
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2.6 Lingkup Kerja Instansi 
 

Gubernur Sulawesi Utara dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara, menimbang: 

a. bahwa dalam rangka implementasi penyederhanaan birokrasidilingkungan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, perlu dilakukan penataan struktur 

organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2)Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 

tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk 

Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara; 

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi 

SulawesiUtara memiliki 2 (dua) prioritas tugas: 

1. meningkatkankualitas permukiman kumuh, 
 

2. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri. 
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BAB III 

PEMBAHASAN UMUM 

3.1 Pembahasan Umum 

 

Kerja Praktik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa dilaksanakan 

dengan cara magang di kantor yang sesuai dengan jurusannya. Tujuannya untuk 

memperoleh gambaran dan pengalaman langsung tentang kehidupan dunia kerja 

nyata dalam jurusan tersebut. Pada saat yang sama, Mahasiswa dapat menerapkan 

ilmu yang diperoleh di selama waktu kuliah. Di Universitas Katolik De La Salle 

Manado, Kerja Praktik merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh 

mahasiswa. 

Penulis melakukan Kerja Praktik untuk memperoleh informasi tentang kondisi 

instansi pemerintah sekaligus mendapatkan ilmu dan pengalaman kerja. Kerja 

Praktek yang penulis lakukan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung selama 10 (sepuluh) 

minggu, yang dimulai tanggal 14 Februari 2023 sampai tanggal 23 April 2023. 

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara terletak di Jalan TNI Raya, Kecamatan Tikala Ares, KotaManado.Jam kerja 

pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara yaitu pada Hari Senin – Jumat, dengan jam kerja mulai 07.45 – 

16.00 jam selesai kerja. Dalam Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara bergerak di bidang sarana, bidang perkim, 

bidang umum dan kepegawaian, bidang perencanaan dan keuangan dan bidang 

pertanahan. 
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Selama melakukan Kerja Prakiek di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara penulis diajarkan banyak hal. Berikut 

adalah beberapa kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan kerja 

praktik di Dinas Perkimtan ProvinsiSulawesi Utara: 

1. Merekap Barang Belanja Kantor 
 

Penulis merekap barang belanja kantor menggunakan 

Microsoft Excel seperti: kertas dan cover, alat tulis kantor, 

bahan computer. 

2. Men-scanSurat Perintah Membayar (SPM) 
 

Penulis men-scan memakai aplikasi CamScanner untuk 

melakukan scanning, meng-edit, dan mengelola 

dokumen. 

3. MenyusunSPM 

 
Penulis menyusun secara berurutan yang sesuai dengan 

kategorinya. Penyusunan ini dilakukan agar surat 

tersimpan rapih, dan juga agar mudah ditemukan saat 

diperlukan. 

4. Mengarsipkan dokumen-dokumen 

 

Penulis mengarsipkan seluruh dokumen yaiturancangan 

anggaran dinas, rencana kegiatan dinas, penulis 

memasukkan ke dalam odner yang berbeda berdasarkan 

tanggal yang palingawal terlebih dahulu. 

5. Memerika Berkas Surat Perinrah Pencairan Dana 

(SP2D) Penulis memeriksa dokumen-dokumen agar 
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3.2 Pembahasan Khusus 

 

Berikut adalah penerapan Sistem Informasi Akuntansi di Dinas Perumahan 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara: 

a. Perangkat Lunak (Software) yang digunakan terkait dalam Prosedur 

Pembayaran Upah THL yaitu: Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA) adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk 

membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan 

daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, 

dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan 

pelaporannya. 

a. gian- bagian terkait dalam Prosedur Pembayaran Upah Tenaga 

Harian Lepas (THL) yaitu: 

1. Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

 

Bertugas untuk membuat formulir data Tenaga Harian Lepas 

(THL), bertanggung jawab dalam menyiapkan dokumen – 

dokumen untuk proses pencairan dan bertanggung jawab 

untuk 

penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 

melaksanakan penyimpanan surat– surat berharga dan uang 

daerah. 

2. Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) 
 

Bertanggung jawab dalam menchecklist dokumen penerbitan 
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SuratPerintahPencairan Dana (SP2D) yang sudah diperiksa. 

 

enerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 

melaksanakan penyimpanan surat– surat berharga dan uang 

daerah. 

3. Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) 
 

Bertanggung jawab dalam menchecklist dokumen penerbitan 

SuratPerintahPencairan Dana (SP2D) yang sudah diperiksa. 

4. Bidang Umumdan Kepegawaian 

 
Merekap upah Tenaga Harian Lepas (THL) dan menginput 

data daftar hadir ke Microsoft excel. 

b. tuk mengetahui bagaimana Prosedur Pembayaran Upah 

Tenaga Harian Lepas (THL) pada Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

Berikut merupakan narasi dari bagan alir (Flowchart) ProsedurPemabayaran 

Upah Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara: 

1. Prosedur dimulai dari Bendahara Bidang Perencanaan dan 

Keuangan membuat formulir daftar hadir THL perhari. Setelah 

membuat formulir daftar hadir THL, Bendahara mencetak 

formulir daftar hadir THL dan memberikan ke THL untuk 

mengisi daftar hadir. 

2. Setelah THL mengisi daftar hadir, THL menyerahkan daftar 

hadir yang sudah diisi ke Kasubag Bidang Umum dan 
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Kepegawaian. Kasubag Bidang Umum dan Kepegawaian 

menginput daftar hadirTHL perminggu ke Microsoft Excel. 

3. menginput daftar hadir ke Microsoft Excel, Kasubag Bidang 

Umum dan Kepegawaian mengarsip tetap berdasrkan tanggal 

daftar hadir THL dan menghitung upah THLmenggunakan 

Microsoft Excel. Kemudian menyerahkan rekapan upah 

THLkepada bendahara. 

4. Bendahara membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat 

Perrintah Membayar.(SPM). Kemudian bendahara mengarsip 

tetap rekapan upah THL. 

5. Setelah membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat 

Perintah Membayar (SPM), Bendahara mengirim Surat Perintah 

Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke 

Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD). 

6. Selanjutnya Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) memeriksa 

Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah 

Membayar(SPM). 

7. Setelah memeriksa Surat Perintah Pembayaran Kemudian Badan 

Keuangan Aset Daerah (BKAD) membuat Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D). 

8. Setelah Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) membuat Surat 

Perintah Pencairan Dana, SPP dan SPM diarsip tetap dan Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D) dikirim ke Bank Sulut. 
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9. Bank Sulut Menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan 

memeriksanya. Setelah Bank Sulut memeriksa Surat Perintah Pemcairan 

Dana (SP2D), SP2D diarsip tetap. 

10. Selanjutnya Bank Sulut Mentransfer uang ke nomor rekening 

bendahara. 

11. Setelah uang masuk ke dalam nomor rekening bendahara, bendahara 

mentransfer uang ke nomor rekening masing- masing THL. 

12. Prosedur Selesai. 



 

PROSEDUR PEMBAYARAN UPAH THLPADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PER 
 

Bendahara THL Kasubag Umum dan Kepegawaian BPKAD 

 
Mulai 

 

 

Membuat dan 

mencetak form 

D.H Perhari 

 

 

Memberi form 

D.H ke THL 

 

 

 

Form D.H hadir 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 
Membuat 

SPP& SPM 

 

 

 
R.U 

1 

 

 

Form D.H THL 

 

 

 
Mengisi D.H 

 

 

 
 

D.H 
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& Kepegawaian 
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2 

 

 

 
D.H 

 

 

 
 

Menginput D.H THL 

perminggu ke 

Microsoft Excel 
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R.U 
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R.U 
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SPP 
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SP2D 
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SPP 

T 

   

  SPM 
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c. mbol Bagan Alir 

 

Berikut ini merupakan beberapa penjelasan singkat mengenai simbol – 

simbol yang penulis gunakan dalam menjelaskan alur dari prosedur yang dibuat 

secara ringkas dan mudah dipahami. Berikut simbol-simbol bagan alir menurut 

Sujarweni (2021:26-28). 

Tabel3.2 
 

Simbol Keterangan 

 

 

Simbol terminal, merupakan suatu sombol yang 
permulaan atau berakhir suatu kegiatan. 

 

 

Simbol manual, merupakan suatu kegiatan yang 

tidak dilakukan komputer. 

 

 

Simbol manual input, merupakan simbol 
yang memasukan data secara manual 
menggunakan online keyboard. 

 
 

 

Simbol connector, berfungsi sambungan dari satu 

proses ke proses yang lain di halaman yang sama. 

 

 

Simbol ini merupakan uang dalam bagan alir. 

 

  

Simbolarus/flow, merupakan jalannya arus suatu 
proses. 

 

 

 
T 

Berbagai dokumen, simbol yang digunakanuntuk 

menggambarkan beberapa jenis dokumen 

digabungkan bersama dalam satu paket. 

 

 

Simbol manual input, dengan memasukan data 

secara manual dengan menggunakan keyboard 
online. 
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3.2.2 Pembahasan Implementasi Mata Kuliah 

Implementasi Mata Kuliah yang di maksudkan adalah implementasi Mata 

Kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, Manajemen Stratejik, Kepemimpinan dan 

Komunikasi Bisnis yang terdiri dari: 

a. SistemPengendalian Manajemen 

 
Unsur-unsur dari sistem pengendalian Manajemen pada Bidang Perencanaan 

dan Keuangan menggunakan teori dari Mulyadi (2016) :Struktur organisasi 

yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, wewenang dan 

prosedur yang memberikan perlindungan yang cukup dan prosedur pencatatan 

yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, aset, 

pendapatan, pengeluaran dan biaya. 

b. Manajemen Stratejik 

 

Menurut Krisnandi (2019:109) perencanaan strategi atau strategi manajemen 

adalah seangkaian proses penetapan tujuan organisasi strategi kebijakan 

berbagai program untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, serta penentuan 

metode yang menjamin pengimplemntasian strategi dan kebijakan yang baik. 

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara dalam prosess suatu keputusan dalam memanfaatkan 

pembangunan dan sumber daya instansi dalam kondisi lingkungan perusahaan 

yang berubah-ubah, 
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pemaksilan yang salah satunya menjadi keunggulan utama yang digunakan 

untuk proses kerjanya. 

c. Kepemimpinan 

 

Menurut Taryaman (2016:7) secara umum dapat dikatakan bahwa 

kepemimpinan adalah suatu ilmu dan seni untuk mempengaruhi orang lain atau 

sekelompok individu untuk saling bekerja sama dan tidak saling menjatuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kepala bagian Perencanaan dan 

Keuangan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara memiliki kerja sama yang baik kepada bawahannya, 

dalam memberi tugas dengan mengoordinasikan penyusunan program, 

anggaran dan menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi. 

Dengan adanya hal tersebut proses kinerja menjadi sangat baik sehingga 

mencapai tujuan organisasi. 

d. Komunikasi Bisnis 

 

Menurut Effendy (2015:15) komunikasi adalah proses penyampaian suatu 

pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah 

sikap dan perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui 

media. Dalam hal ini Kasubag Perencanaan dan Keuangan menciptakan 

interaksi, sikap dan perilaku yang sangat baik kepada Dosen Pembimbing 

Mahasiswa saat penarikan Kerja Praktek di Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara. 
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3.3 Analisa 

3.3.1 Analisa Umum 

Setelah penulis melakukan Kerja Praktik selama 10 minggu di Dinas 

Perumahan Kawasan Pernukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 

Penulis pun dapat menganalisis proses kerja mereka dari Merekap Barang Belanja 

Kantor, Menyusun SPM, Men-scan SPM, Maengarsip dokumen-dokumen SPM, 

Memeriksa berkas SP2D. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ada 

beberapa tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat dalam bentuk meningkatkan 

kualitas permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas dan lingkungan 

permukiman yang layak di huni dan produktif. Kegiatan kerja dalam Dinas 

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Sulawesi Utara ini sangat 

baik dan terarah, setiap harinya Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas 

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

selalu mengun bidang Perencanaan danKeuangan. Menurut Penulis hal ini adalah 

sesuatu baik, ini pun dapat menyebabkan dalam kerja sama dan saling keterbukaan 

antara atasan dan pegawai. Waktu kerja pada Bidang Perencanaan dan Keuangan 

dimulai 07.45 WITA (pagi) dan selesai pada jam 16.15 WITA (sore). Berdasarkan 

hasil pengamatan penulis rata-rata pegawai di BidangPerencanaan dan Keuangan 

datangtepat waktu. 

 

 
3.3.2 Analisa Khusus 

 

Aanalisis khusus yang dibuat penulis berdasarkan kegiatan kerja praktek selama 

10 minggu di Bidang Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil analisis khusus 
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ini dilakukan oleh penulis berdasarkan observasi, wawancara dan ikut terlibat 

langsung dalam kegiatan pekerjaan. 

Berdasarkan hasil analisis penulis juga terdapat berbagai masalah dalam proses 

pemabayaran upah Tenaga Harian Lepas (THL), salah satunya yaitu gangguan 

jaringan yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Karena setiap proses pembayaran upah telah 

menggunakan system jaringan, sehingga menyebabkan proses pembayaran upah 

menjadi terhambat. 

Dalam proses pengumpulan data ini juga, penulis melakukan pengamatan juga 

melakukan wawancara dengan narasumber (Kasub Perencanaan dan Keuangan) 

terkait proses pembayaran upah THL, disana penulis menemukan beberapa masalah 

seperti SKPD salah memasukkan nomor rekening penerima, dan juga rekening 

penerima tidak terdaftar atau sudah tidak aktif lagi sehingga proses pembayaran 

upah THL menjadi terhambat. 

Secara umum, Bidang Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah menjalankan 

tugas dengan baik. Hal ini Nampak dalam kinerja Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sampai saat ini 

masih berjalan dengan baik. Beberapa hambatan yang terjadi, seperti yang penulis 

sampaikan diatas, pada akhirnya dapat diselesaikan pula. 

 
 

3.3.2.1 Analisis Implementansi Mata Kuliah, yang terdiri dari: 

 

a. SistemPengendalian Internal dalam 4 unsur: 

 
Hasil pengamatan penulis, bagan alir (flowchart) yang menjelaskan bahwa 

setiap bagian sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik. 
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Dalam proses pembayaran upah THL diawasi oleh Kepala Badan dan Gubernur 

Sulawesi Utara. Untuk pembayaran upah THL sudah diberikan surat, kegiatan 

penyimpanan berkas (arsip) yang sudah jelas. Bidang Perencanaan danKeuangan 

sudah mengerti secara baik tentang tugas dan tanggung jawabnya serta 

melaksanakannya dengan baik meskipun terdapat beberapa masalah yaitu 

jaringan dan salah memasukkan nomor rekening THL. Ini dapat di buktikan dengan 

para pegawai yang latar belakang pendidikan ekonomi sehingga merekasudah mengerti 

tentang bidang keuangan.. 

b. Manajemen Stratejik 
 

Manajemen Stratejik merupakan bagian penting untuk menentukan proses 

penyusunan rencana proses pembangunan daerah. Perencana pembangunan yang 

dimaksudkan agar layanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mampu menyelaraskan diri dengan 

lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. 

c. Kepemimpinan 

 

Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki kerja sama yang baik 

kepada bawahannya dalam memberi tugas. Menyusun strategi yang baik salah 

satu tugas yang diberikan Kasubag Perencanaan dan Keuangan agar bisa 

mencapai tujuan tujuan yang menjadi prioritas. 

d. Komunikasi Bisnis 
 

Rasa saling menghormati dan interaksi yang baik salah satu komponen yang 

harus diterapkan dalam kehidupan bisnis sehari-hari. Kasubag perencanaan dan 

keuangan sudah menerapkan komunikasi bisnis yang baik selama penulisKerja 

Praktik di Dinas Perkimtan dalam hal memberikan tugas, mengarahkan 

penulis selama 10 (sepuluh) minggu dalam kerja praktik dan juga pada saat 
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penarikan kerja praktik Mahasiswa bersama Dosen Pembimbing 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

 

4.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil pengamatan yang telah diuraikan oleh 

penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Berdasarkan program kegiatan Kerja Praktek mahasiswa Universitas 

Katolik De La Salle Manado selama 10 minggu di Bidang Perencanaan 

dan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, penulis sangat membantu 

dalam pekerjaan yang ada di Bidang Perencanaan danKeuangan. Hal 

ini seperti disampaikan oleh Kasubag Perencanaan danKeuangan. 

2. Bidang Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

berdasarkan implementasi 4 (empat) mata kuliah yaitu memiliki 

struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara baik, memiliki sistem wewenang yang jelas di mana semua 

kegiatan operasional baik itu penerimaan dan pengeluaran kas diawasi 

oleh Kepala Badan dan Gubernur. Sudah melakukan praktik yang sehat 

dalam kegiatan operasionalnya, pegawai yang mutunya sesuai dengan 

tanggung jawabnya dan mengerti secara baik tentang tugas 

dan tanggung jawabnya serta melaksanakannya dengan baik. 
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3. Pelaksanaan pembayaran upah THL di Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah 

dijalankan dengan baik, meskipun kadang kala terjadi keterlambatan 

oleh karena itu kesalahan-kesalahan dalam penginputan data. 

4.2.  Saran 

Saran dari penulis berdasarkan hasil kerja praktek dan untuk perkembangan 

selanjutnya yaitu : 

1. Mempertahankan pelaksanaan program Kerja Praktek (KP) di program 

studiakuntansi. 

2. Bidang Perencanaan dan Keuangan Dinas Perkimtan agar dapat 

mempertahankan implementasi 4 mata kuliah dalam sistem 

pengendalian internal, manajemen stratejik, kepemimpinan, dan 

komunikasi bisnis yang sudah diterapkan ketika melakukan tugas dan 

tanggung jawab agar Dinas Perkimtan semakin akan terus berkembang 

dan semakin banyak prestasi-prestasi yang akan diraih dalam 

mendukung pembangunan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. 

3. Sebelum memasukkan berkas permohonan pencairan dana, sebaiknya 

SKPD harus memeriksa kembali berkas/dokumen yang akan 

dimasukkan, dan memastikan berkas/dokumen yang akan dimasukkan 

itu sudah lengkap atau tidak ada kesalahan dalam memasukkan nomor 

rekeningpenerima dan rekening penerima sudah tidak terdaftar atau 

sudah tidak aktif lagi, agar proses pembayaran upah tidak akan 

terhambat. 
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Lampiran 2 Surat Diterima 
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